ABSTRAK

Terdapat Sengketa laut di wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan yang
melibatkan nelayan tradisional Bangkalan dengan Nelayan pendatang yang
menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa trawl yang sebenarnya
di Permen KP Nomer 58 Tahun 2020 j.o UU Nomor 45 Tahun 2009 alat tangkap
tersebut merupakan alat tangkap yang dilarang. Namun permasalahan tersebut
hingga saat ini masih sering terjadi dan belum terselesaikan dengan baik. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan hambatan Penegakan Hukum yang
dilakukan oleh aparat Penegak Hukum terkait kasus penggunaan alat tangkap trawl
yang terjadi di Perairan Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian normatif empiris dengan disertai pendekatan sosio — legal
atau pengumpulan berupa data primer dan dihubungkan dengan pendekatan
perundang — undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah
dan Aparat Penegak Hukum telah memberikan berbagai upaya untuk
meminimalisir kasus yang terjadi terkait alat tangkap trawl ini. Namun sekalipun
penggunaan trawl ini merupakan tindak pidana, namun dalam melakukan
penegakan hukum aparat penegak hukum tidak langsung menyelesaikan melalui
peradilan pidana. Melainkan terlebih dahulu dilakukan pembinaan terhadap nelayan
pengguna alat tangkap trawl yang baru pertama kali tertangkap tangan. Hal ini
mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap nelayan pengguna alat tangkap trawl
sehingga permasalahan ini terus terjadi. Hambatan yang terjadi menurut Aparat
Penegak Hukum yaitu adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat nelayan dan
juga disertai faktor ekonomi dari masyarakat nelayan yang membuat nelayan ini
nekat menggunakan alat terlarang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Nelayan, Tindak Pidana Kelautan, Jenis
alat tangkap trawl
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ABSTRACT

There is a marine dispute in the waters of Bangkalan Regency involving
traditional Bangkalan fishermen with migrant fishermen who use environmentally
unfriendly fishing gear in the form of actual trawls in the Ministerial Regulation of
KP No. 58 of 2020 j.o Law No. 45 of 2009 the fishing gear is a prohibited fishing
gear. However, these problems still occur frequently and have not been resolved
properly. This study aims to analyze the efforts and obstacles to law enforcement
carried out by law enforcement officers related to the case of using trawler fishing
gear that occurred in the waters of Bangkalan Regency. The type of research used
is an empirical normative research method with a socio-legal approach or primary
data collection and the application of a legal approach. The results of this study
indicate that, the Government and Law Enforcement Officials have provided
various efforts to minimize cases that occur related to this trawling fishing gear.
However, the use of trawling is a criminal act, but in carrying out law enforcement,
law enforcement officers do not immediately resolve through criminal justice. First,
guidance is carried out for fishermen who use trawler fishing gear for the first time.
This results in a lack of deterrent effect on fishermen who use trawler fishing gear
so that this problem continues to occur. The obstacles that occur according to law
enforcement officials are the lack of legal awareness of the fishing community and
also accompanied by economic factors from the fishing community that make
fishermen not use prohibited tools.

Keywords : Criminal Law Enforcement, Fishermen, Marine Crime, Types of trawl
fishing gear.
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